
c. sarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 
23 Tahun O 14 ten tang Pemerintahan Daerah sebagaimana 

beberapakali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pada lampiran 
huruf H pembagian urusan Pemerintahan wajib bidang 
Pernberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada sub 
urusan k4alitas hidup perempuan, bahwa Pemerintah 

Kabupaterr/Kota berwenang menyelenggarakan pelembagaan 

Pengarusuran Gender pada lembaga Pemerintah Tingkat 

Daerah Ka upaten/Kota; 
d. bahwa ber asarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam hur f a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan aerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam 

Pembangu 

b. bahwa upa a Pengarusutamaan Gender, perlu dilaksanakan 
du dan terkoordinasi pada seluruh Perangkat 

Daerah d instansi vertikal serta lembaga non Pemerintah 

Daerah; 

,1enim bang : 

PENGARUSUTAMAAN GEf'JDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH 

DENGAN RAijMAT TUHAN YANG MAHAESA 

~UPATI BOMBANA, 

a. bahwa Pe:1arusutamaan Gender merupakan strategi yang 
efektif dal mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender 
dalam kehibupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa 

yang sudah disepakati oleh masyarakat 

TENT ANG 

PROVINSISULAWESITENGGARA 
PERATURAN IRAH KABUPATEN BOMBANA 

N010R ~ TAHUN 2024 



L Pemerintah Daerah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

)alam Peraturan Daerah ini y 

Daerah adalah Kabupaten 

Aenetapkan: PERATURAN D TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER 
DALAM PEMBAN UNAN DAERAH. 

BABI 
TENTUAN UMUM 

Pasal 1 
g dimaksud dengan : 

Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN KYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA 

dan 
UPATI BOMBANA 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 20 Hl Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik In onesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti ndang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerj menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik In onesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik In onesia Nomor 6856); 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang 4. Undang-Un 

an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
(Lembaran 
144, Tamb 
4339); 

Indonesia T un 1945; 
2. Undang-Un ang Nomor 71 Tahun 1984 tentang Pengesahan 

Konvensi m ngenai Penghapusan segala Bentuk Diskrirninasi 

ita (Convention On The Elimination of All Forms 

Of Discrimin tion Agains Women) (Lembaran Negara Republik 
Indonesia ahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran 
Negara Rep blik Indonesia Nomor 3277); 

3. Undang-Un Nomor 29 Tahun 2003 tentang 
Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, 

en Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara 
egara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 1. 
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Aengingat: 



Kabupaten. 
9. Kelurahan adalah wilay kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten 

dalam wilayah kerja Kee 
10. Desa adalah kesatuan m yarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk dan mengurus Urusan Pemerintahan, 
kepentingan dengan asyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal u1 dan/atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam sistem P merintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
11. Pengarusutamaan Gende yang selanjutnya disingkat (PUG) adalah strategi 

yang dibangun untuk engintegrasikan Gender menjadi satu dimensi 
integral dari perencana , penyusunan, pelaksanaan, pernantauan, dan 

evaluasi atas kebijakan, p ogram dan kegiatan pembangunan di daerah. 
12. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan 

tanggungjawab laki-laki an perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat 
berubah oleh keadaan so · al dan budaya masyarakat. 

13. Kesetaraan Gender adal kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan 
untuk memperoleh kese patan dan hak-haknya sebagai manusia, agar 
mampu berperan dan be artisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial 

tahunan Daerah yang ditetapkan dengan adalah rencana keuan 
Peraturan Daerah. 

8. Kecamatan adalah wil ah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelengg a Pemerintahan Daerah. 
6. Perangkat Daerah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenang 
7. Anggaran Pendapatan d Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

3. 
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Pemerintahan Daerah ylg memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenang,Daerah Otonom. 

Pemerintahan Daerah ad ah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan ewan Perwak:ilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pemq antuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip egara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 
4. Bupati adalah Bupati 
5. Dewan Perwakilan Raky Daerah Kabupaten Bombana yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah embaga perwakilan Daerah yang berkedudukan 



disingkat GAP adalah al t analisis yang dikembangkan untuk membantu 
para perencana Perangka Daerah melakukan Pengarusutamaan Gender. 

23. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen 
yang menginformasikan suatu output kegiatan telah Responsif Gender 
terhadap isu Gender y g ada, dan/ atau suatu biaya telah dialokasikan 
pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan 
Gender.Focal Point Pen arusutamaan Gender (PUG) adalah Aparatur 

22. 
21. 

18. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai 
Kesetaraan dan Keadilan Gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian 
pengalaman, aspirasi, ke utuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan 

perempuan dan laki-Iaki. 
19. Perencanaan Penganggar Responsif Gender yang selanjutnya disingkat 

PPRG adalah instrume untuk mengatasi adanya perbedaan atau 

kesenjangan akses, kont ol, partisipasi, dan manfaat antara laki-laki dan 
perempuan dalam sanaan pembangunan, dalam mewujudkan 

anggaran yang lebih berk adilan. 
20. Anggaran Responsif Ge der yang selanjutnya disingkat ARG adalah 

anggaran yang respon te hadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang 
tujuannya untuk mewujur.an Kesetaraan dan Keadilan Gender. 

Data Pilah Gender adalah rata yang dirinci menurut jenis kelamin. 
Gender Analisys Pathwa (alur kerja Analisis Gender) yang selanjutnya 

pembangunan, partisipasi dalam proses 
at yang mereka nikmati, pola hubungan antara 
yang timpang, yang di dalam pelaksanannya 
ya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa. 

sumber-sumber daya 
pembangunan, dan m 
laki-Iaki dan perempu 
memperhatikan faktor 1 · 

17. Analisis Gender adalah alisis untuk mengidentifikasi dan memahami 
pembagian kerja/peran 1 i-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap 

budaya, pertahanan dan eamanan, dan kesamaan dalam menilanati basil 
pembangunan. 

14. Keadilan Gender adalah s atu proses untuk menjadi adil terhadap laki- laki 
dan perempuan. 

15. Diskriminasi Gender ad ah segala bentuk pembedaan, pengucilan atau 
pembatasan yang memp yai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi 

atau menghapuskan pengakuan, pemanfaatan, atau penggunaan hak asasi 

manusia yang didasarkan atas jenis kelamin. 
Pemberdayaan Perempul adalah proses peningkatan kualitas sumber daya 
Perempuan dalam segala spek pembangunan. 

16. 
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yang responsif 
perencanaan, 

Bagian Kedua 
Fungsi 
Pasal 3 

Fungsi Pengarusutamaan qender yaitu terselenggaranya 
Penganggaran, pelaksanaanl pemantauan, dan evaluasi 

Gender 

kemandirian masyarakat a ar dapat memenuhi kebutuhan serta mencapai 

kehidupan yang lebih baik esuai dengan yang diharapkan. 
BAB II 

ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN 

Bagian Kesatu 
Asas 

Pasal 2 

enyelenggaraan Pengarusutam an Gender berdasarkan asas: 
. penghormatan terhadap Hak sasi Manusia; 
. keadilan; 

. kesetaraan; 

. kemanusiaan; dan 
. non diskriminasi. 

pembangunan menuju terwujudnya Gender secara optimal 
kesetaraan dan keadilan G der. 

7. Lembaga Non Pemerintah Daerah adalah lembaga yang dibentuk oleh 
masyarakat dalam rangka enumbuh kembangkan keswadayaan dan/ atau 

4. Focal Point Pengarusutam Gender (PUG) adalah Aparatur perangkat 

Daerah yang mempunyai mampuan untuk melakukan Pengarusutamaan 

Gender di Unit Kerjanya m sing-masing. 
5. Kelompok Kerja Pengarusl aan Gender yang selanjutnya disebut Pokja 

Pengarusutamaan Genderl adalah wadah konsultasi, koordinasi bagi 
pelaksana dan penggerak engarustamaan Gender dari semua Kelurahan 
dan Desa di lingkungan Pe erintah Daerah. 

6. Rencana Aksi Daerah Peng sutamaan Gender yang selanjutnya disingkat 
RAD Pengarusutamaan <p-ender adalah acuan/ arahan kepada setiap 
stakeholders dalam melaksbakan strategi Pengarusutamaan Gender untuk 
mencapai kesetaraan dan keadilan Gender dengan lebih fokus, efisien, 
efektif, sistematik, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong 
percepatan tersusunnya bijakan program dan kegiatan pembangunan 
yang Responsif Gender sehi gga Pemerintah Daerah mendukung kelancaran 
perencanaan, pelaksana , dan monitoring evaluasi Pengarusutamaan 
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Pengarusutamaan Gen, er di Daerah; 
pelaksanaan dalam Daer ah 

Pemerintah daerah berwe9ang: 
a. menetapkan kebijakan 

g. mengatasi kesenjangan G 
BAB III 

WEWEN NG PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 5 

lembaga yang meriangaru 

i-Iaki dan perempuan sebagai insan dan 

anggaran daerah yang responsif Gender; 
dan keadilan dalam kedudukan, peranan, 

kehidupan dalam Gender keadilan c. mewujudkan keseiaraan 
berkeluarga, berbangsa, d 

d. mewujudkan pengelolaan 
e. meningkatkan kesetara 

dan tanggung jawab 1 

sumber daya pem bangu 

f. meningkatkan pcran 
pemberdayaan perempu ; dan 

Peraturan Daerah ini mempun ai tujuan, sebagai berikut: 
a. memberikan dasar bagi paratur Pemerintah Daerah dalam menyusun 

strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, 
pelaksanaan, penganggar n, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, 
program dan kegiatan pem angunan di daerah; 

b. mewujudkan perencana responsif Gender melalui pengintegrasian 
pengalaman, aspirasi, ke utuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan 
laki-laki dan perempuan; 

Bagian Ketiga 

Tujuan 
Pasal 4 

b. perbedaan kemampuan· 

c. Wilayah; dan 
d. Status sosial. 

a. usia; 

ayat (2) didasarkan 

b. partisipasi; 
c. kontrol; dan 
d. manfaat bagi masyarak t 

(3) Pertimbangan sebagai 
jenis kelamin: 

(2) Pelaksanaan fungsi Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) mempertimbangkaf 
a. akses; 
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b. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme 
Pengarusutam.aan Gender ada Lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dan 

Lembaga non pemerintah; 
c. melakukan pemberian ban an teknis, analisis Gender, perencanaan; dan 
d. menyusun dan menetapk anggaran yang responsif Gender, pengembangan 

materi komunikasi, inform si, dan edukasi tentang Gender. 

BAB IV 

JAWAB PEMERINTAH DAERAH 
Pasal 6 

ngjawab dalam pela.ksanaan Pengarusutamaan Pemerintah Daerah 

Gender yakni: 
a. menyusun kebija.kan, perencanaan program, pelaksanaan 

Pengarusutamaan Gender kegiatan pembangunan responsif Gender yang 
dituangkan dalam Ren ana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD), Rencana Kerj Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Strategi 

(Renstra), dan Rencana Ke ia (Renja); 

kelembagaan Pengarus tamaan Gender di semua tingkatan; 
k. melakukan koordinasi engan instansi pendidik; dan 
1. memfasilitasi penyelen araan fungsi Pengarusutamaan Gender. 

engarusutamaan Gender; 
sutamaan Gender dalam pembangunan 

analisis Gender, perencanaan anggaran 
pengembangan materi komunikasi, 

Pengarusutamaan 

yang Responsif 
informasi, dan edukasi 

h. melaksanakan Peng 
daerah di semua bidan 

1. memfasilitasi data terpi ah menurut jenis kelamin; 
j. melakukan advokasi, k ordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap 

dan memediasi pelaksanaan 
aan Gender di Daerah; 

dan evaluasi pelaksanaan 

Pengarusutamaan Gen 
d. memfasilitasi anggaran ntuk kegiatan Pengarusutamaan Gender; 
e. memfasilitasi pengua an kelembagaan dan pengembangan 

mekanisme Pengarusu amaan Gender pada Lembaga Pemerintah 
Daerah, perguruan ting i dan Lembaga non Pemerintah Daerah; 

f. mengkoordinasikan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, 

program, dan kegiatan ang Responsif Gender; 
g. melakukan pem beri bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan 
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b. mengkoordinasi, 
kebijakan Pengarusut 

c. melakukan 



Pasal 9 
(1) Pemerintah Daerah berk wajiban membuat kebijakan, perencanaan dan 

penganggaran program, d kegiatan pembangunan Responsif Gender yang 
dituangkan dalarn Rene a Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Perencanaan 

BAB VI 

PEREN ANAAN DAN PELAKSANAAN 
Bagian Kesatu 

b. komunikasi, informasi, d edukasi mengenai Pengarusutamaan Gender; dan 
c. implementasi Responsif Gender (ARG) dalam perumusan, 

perencanaan, pelaksana , pemantauan, evaluasi, dan pelaporan setiap 

kebijakan dan program pe 

Pengarusutamaan Gender se bagaimana 

Pemerintah Daerah 
Pengarusutamaan Gender mel 
a. pelaksanaan 

dimaksud dalam Pasal 7 a at ( 1); 

n terwujudnya tujuan penyelenggaraan 

(2) Ketentuan lebih lanjut m ngenai hak memperoleh kesempatan yang sama 
dan perlakuan yang adil melalui pelaksanaan Pengarusutamaan Gender 
sebagaimana dimaksud pa a ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. 

Pasal 8 

a. kewarganegaraan; 

b. pendidikan; 
c. ketenagakerjaan; 
d. ekonomi; 

e. kesehatan; 
f. administrasi dan kepe udukan; 

g. perkawinan; 
h. hukum; 

1. politik dan pemerintah 

J. lingkungan hidup; 

k. sosial dan budaya; dan 
1. komunikasi dan inform si. 

BABV 

]

AK DAN KEWAJIBAN 

Pasal 7 
( 1) Setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dan perlakuan yang 

adil melalui pelaksanaan P ngarusutamaan Gender di bidang : 

- 8 - 



Gender. 
(2) Ketentuan lebih lanjut me genai penyusunan Rencana Pembangunan jangka 

Menengah Daerah (RPJ D), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), 
Rencana Strategi (Renstr , dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta 

men Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang responsif Anggaran (RKA) serta 

Pasal 11 
(1) Hasil analisis Gender s agaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) 

dituangkan dalam penyus an Gender Budget Statment (GBS). 
(2) Perangkat daerah wajib enggunakan hasil analisis Gender yang terdapat 

dalam Gender Budget Statment dalam kerangka acuan kegiatan dan 
merupakan bagian yang ti ak terpisahkan dengan Dokumen Rencana Kerja 
dan Anggaran (RKA) dan okumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). 

Pasal 12 
(1) Perangkat daerah yang embidangi urusan perencanaan pembangunan 

daerah wajib mengkoor asikan penyusunan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah RPJMD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), 

Rencana Strategi (Renstra Rencana Kerja (Renja), dan Rencana Kerja dan 

an Tinggi atau pihak lain yang memiliki bekerjasama dengan Per 
kapabilitas di bidangnya. 

(2) Analisis Gender Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah 
dilakukan oleh masing-ma ing Perangkat Daerah. 

(3) Pelaksanaan analisis Ge der terhadap Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Rene a Strategi Perangkat Daerah, Rencana Kerja 
Perangkat Daerah dan Re cana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dapat 

Gender Analyisis Pathway (GAP) atau metode ayat (2) dapat menggunak 
analisis lain. 

Pasal 10 
( 1) Dalam melakukan analisi Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

I 

dilakukan melalui analisis ender. 

(3) Dalam melakukan analisi Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat menggunakan meto e alur kerja analisis Gender Analisis Pathway atau 

metode analisis lain. 
(4) Perangkat daerah wajib m lakukan analisis Gender terhadap Rencana Kerja 

dan Anggaran. 

erencanaan dan penganggaran program, dan 

ender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan pembangunan 

(RPJMD), Rencana strategi (Renstra) Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja 

(Renja) Perangkat Daerah. 

(2) Penyusunan kebijakan, 
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Pasal 16 
( 1) Dalarn upaya percepatan elembagaan Pengarusutarnaan Gender di seluruh 

Perangkat Daerah, dibent Pokja Pengarusutarnaan Gender. 
(2) Bupati menetapkan Kep a Perangkat Daerah yang membidangi fungsi 

penunjang Perencanaan pembangunan daerah sebagai Ketua Pokja 

Pengarusutarnaan Gender dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi 
urusan Pemberdayaan Perempuan sebagai Sekretaris Pokja 

Pengarusutarnaan Gender. 
(3) Anggota Pokja Pengarusu amaan Gender adalah seluruh kepala Perangkat 

Daerah. 
(4) Pembentukan Pokja Peng sutarnaan Gender sebagaimana dimaksud Pada 

ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
Pasal 17 

Pokja Pengarusutamaan Gen er sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) 

mempunyai tugas: 
a. mempromosikan dan mem asilitasi Pengarusutarnaan Gender kepada masing­ 

masing Perangkat Daerah; 

a. komitmen; 
b. kebijakan; 
c. kelembagaan; 
d. sumberdaya; 
e. sistem informasi dan data t rpilah; 
f. alat analisis Gender; dan 

g. partisipasi masyarakat. 

Bagian Kedua 

Pelaksanaan 

Pasal 13 

Bupati adalah penanggungjaw b pelaksanaan Pengarusutarnaan Gender. 
Pasal 14 

Bupati menetapkan Perangk Daerah yang membidangi tugas Pemberdayaan 
Perempuan sebagai Koordinat r penyelenggaraan Pengarusutarnaan Gender. 

Pasal 15 
Pelaksanaan Pengarusutarna Gender sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 13 

dilakukan melalui implement si 7 (tujuh) prasyarat Pengarusutarnaan Gender 

yaitu: 
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Dokumen Pelaksanaan An aran (DPA) yang responsif Gender sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) di ur dengan Peraturan Bupati. 



Pengarusutamaan Gender 
c. mengembangkan model p mbangunan Responsif Gender diberbagai urusan 

pembangunan dan masing-masing Lembaga; 
d. menyediakan bahan masukan bagi perumusan kebijakan Pengarusutamaan 

Gender kepada Bupati; 
e. melaksanakan implement si program dan kegiatan Pengarusutamaan Gender 

di setiap Lembaga; dan 
f. menyiapkan fasilitas, ad okasi program dan kegiatan Pengarusutamaan 

Gender. 

ten tang edukasi dan 

Pokja Pengarusutamaan Ger-der sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, 

mempunyai fungsi: I 
a. mengidentifikasi clan m ngkaji isu-isu Gender pada seluruh urusan 

pembangunan dan masing masing Lembaga; 
b. mengembangkan komu ikasi, informasi, 

Pomt Focal 

b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender kepada 

Camat, Lurah dan Kepala 

c. menyusun program kerja ngarusutamaan Gender setiap tahun; 
d. mendorong terwujudnya erencanaan dan penganggaran yang responsif 

Gender untuk mewujudka anggaran yang lebih berkeadilan; 
e. menyusun rencana kerja P kja Pengarusutamaan Gender setiap tahun; 

f. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati; 
g. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; 
h. menyusun profil Gender D erah; 
1. melakukan pemantauan t rhadap pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di 

masing-masing instansi; 
J. menetapkan tim tcknis ntuk melakukanan analisis terhadap anggaran 

daerah yang Responsif Gejder; 
k. menetapkan Tim Verifikasi untuk: 

1. memeriksa kele ngkap dokumen analisis Gender; 
2. memeriksa kescsuaian usulan program kegiatan dengan analisis Gender; 

dan 
3. melakukan verifikasi ada Rencana Strategi dan Rencana Kerja yang 

Responsif Gender. 
1. menyusun rencana Aksi D erah Pengarusutamaan Gender; dan 

m. mendorong dilaksanakl~ya pemilihan dan penetapan 
Pengarusutamaan Gender f masing-masing Perangkat Daerah. 

Pasal 18 
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Pasal 20 
Rencana Aksi Daerah Peng sutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 7 hurul 1 memuat : 
a. Pengarusutamaan Gender alam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; 

b. Pengarusutamaan Gender alam siklus pembangunan di Daerah; 
c. Penguatan kelembagaan P ngarusutamaan Gender; 
d. Penguatan peran serta ma yarakat dan dunia usaha di Daerah; dan 
e. Penguatan tim teknis seba aimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf j. 

Daerah sebagai ketua tim 
(5) Kepala bidang yang menlgani urusan pemberdayaan perempuan dan yang 

membidangi urusan pere~1anaan sebagai tim verifikasi. 
(6) Tim teknis dan tim verifik si sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(3) diusulkan oleh Ketua Pokja Pengarusutamaan Gender dan ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati. 

aparatur 
Gender. 

(4) Kepala Bidang yang me angani urusan pemberdayaan perempuan pada 
perangkat Daerah yang embidangi urusan perencanaan pembangunan 

· Perencana dan Penganggaran yang Responsif 

Gender; dan 
g. menyiapkan bahan pel poran Pokja Pengarusutamaan Gender. 

(3) Tim Verifikasi sebagaiman dimaksud dalam Pasal 17 huruf k beranggotakan 

dan evaluasi implementasi Pengarusutamaan f. 

Perangkat Daerah; 

tasi strategi Pengarusutamaan Gender setiap e. 

Pengarusutamaan 

kan analisis terhadap anggaran Daerah yang b. menelaah dan mel 

Responsif Gender; 

c. melakukan advokasi Pjgarusutamaan Gender; 

d. menyiapkan rancangr kebijakan implementasi 

Gender; 

an analisis Gender terhadap perencanaan a. menelaah 

aparatur yang memahami alisis anggaran Responsif Gender. 

(2) Tim Teknis sebagaimana imaksud pada ayat (1) bertugas membantu Ketua 

Pokja untuk: 

aksud dalam Pasal 17 huruf j beranggotakan 

Pasal 19 
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(1) Tim teknis sebagairnana 



mempunyai fungsi : 
a. memberikan saran b rdasarkan permintaan perspektif Gender dalam 

semua aspek pekerja dengan menggunakan sumber daya sendiri atau 

di luar keahlian; 
b. mewakili Perangkat Da rah dalam lokakarya dan acara Pengarusutamaan 

Gender tentang inform si Pengarusutamaan Gender; 

e. memfasilitasi penyus 
Daerah; dan 

f. melaporkan an Pengarusutamaan Gender kepada pimpinan 

Perangkat Daerah 
(2) Focal Point Pengarusutam an Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 

Gender pada masing-masing Perangkat 

mempunyai tugas : 
a. mempromosikan Peng sutamaan Gender pada unit kerja; 

b. menyusun rencana ke~r Perangkat Daerah , yang responsif Gender; 
c. melaksanakan pelatih , sosialisasi, advokasi Pengarusutarnaan Gender 

kepada seluruh pejaba dan staf di lingkungan Perangkat Daerah; 
d. mendorong pelaksana an alisis Gender terhadap kebijakan, program, 

dan kegiatan pada unit kerja; 

Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 (1) 

Pasal 23 

Daerah terdiri dari pejabat dan staf yang membidangi tugas perencanaan dan 
program Perangkat Daerah 

(2) Focal Point Pengarusutam an Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah. 

aan Gender pada setiap Perangkat Daerah di ( 1) Focal Point Pengarusu 
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Pasal 21 

(1) Lembaga Non Pemerin ah Daerah dapat berperan serta dalam 

penyelenggaraan Pengaru utamaan Gender yang meliputi perencanaan, 

penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program 

pembangunan Daerah. 

(2) Perguruan Tinggi dan Le baga pendidikan lainnya dapat berfungsi sebagai 
rujukan, informasi, kaji , advokasi, pendidikan dan pelatihan yang 
berkaitan dengan upaya m laksanakan Pengarusutamaan Gender. 

Bagian Ketiga 

Focal Point 

Pasal 22 



pada ayat ( 1), dapat dilalrukan antara 

BAB VII 

KERJASAMA 

Pasal 27 
aan Gender dapat dilakukan dalam bentuk ( 1) Pelaksanaan 

kerjasama. 
(2) Kerjasama sebagaimana 

Pemerintah Daerah deng 

a. Pemerintah Pusat; 

Pasal 26 
Pengumpulan maupun penge olaan data terpilah Gender dilaksanakan sesuai 
ketentuan peraturan perund g-undangan dan dikoordinasikan oleh Perangkat 
Daerah yang menyelenggarak urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan 

Informatika. 

penyusunan sistem informasi erkait dengan: 
a. kondisi dan situasi peremp an dan laki-Iaki di berbagai bidang Pembangunan; 

b. perbedaan dari nilai-nilai, reranan, situasi, kondisi, aspirasi, dan kebutuhan 
perempuan dan laki-Iaki me urut potensi yang dimiliki; dan 

c. alat melakukan anaJisis Ge der, untuk mengetahui isu Gender dan mengukur 

ada tidaknya kesenjangan 

Data terpilah sebagaimana Pasal 24 menjadi dasar dalam 

kondisi perempuan dan laki- laki dalam setiap aspek kehidupan di 
masyarakat dan di sel bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, 
pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, politik, hukum, sosiaJ budaya, 
pengambilan keputusan d kekerasan. 

Pasal 25 

peran, kondisi umum, dan status dan (2) Data terpilah Gender men 

c. membantu dalam pe yusunan kajian dan presentasi oleh ketua, 

sekretaris, dan lembag lain yang membutuhkan, dengan menggunakan 

sumber daya sendiri at u diluar keahlian; dan 

d. menghadiri acara pe ing yang relevan dengan Gender dan wilayah 

substantif yang die p untuk menyebar informasi tentang kemajuan 

yang dibuat di Perangk t Daerah secara relevan. 

Bagian Keempat 

Data Terpilah 

Pasal 24 

(1) Data terpilah Gender ~pun dan direpresentasikan berdasarkan jenis 

kelamin (sex disaggregateci) dan umur bai.k berupa data kuantitatif atau data 
kualitatif serta insiden khu.~us; 
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Daerah dalam mengimp ementasikan Pengarusutamaan Gender. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati. 

komitmen Pemerintah dan Lembaga/lnstansi c. memperkuat sistem d 

sebagaimana dimaksud pa a ayat (1) bertujuan: 
I a. sebagai panduan, ar an di dalam menyusun kebijakan, program, 

kegiatan dan sub k giatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 
monitoring, dan cvaluas pembangunan daerah yang responsif Gender; 

b. mengefektifkan pelaks aan strategi Pengarusutamaan Gender secara 
lebih konkrit dan terar untuk menjamin agar perempuan dan laki-Iaki 

memperoleh akses, part sipasi, kontrol dan memperoleh manfaat yang adil 
dari pembangunan ser a berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan 
kesetaraan Gender; dan 

Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender 

menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) maka Pemerintah 
Pengarusutamaan Gender 

(2) Penyusunan Rencana 

BAB VIII 

NCANA AKSI DAERAH 

Pasal 28 
(1) Dalam rangka mengopti alkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, 

a. tanggungjawab para p~ak; 
b. hak dan kewajiban pari pihak; 
c. jangka waktu kcrjasam 
d. bentuk kegiatan; 
e. pembiayaan; 
f. pertanggungjawaban; d 
g. persyaratan lain nya y 

memuat: 
(4) Perjanjian kerjasama dimaksud pada ayat (3) paling kurang 

(3) Kerjasama sebagaimana d aksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk 
perjanjian kerjasarna se uai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan. 
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b. Pemerintah Provinsi; 

c. Pemerintah Daerah Ka upaten/Kota Lainnya; 

d. Pemerintah Desa; 

e. Perguruan Tinggi; 

f. Organisasi Sosial Kem yarakatan; dan 
g. Organisasi lainnya yan 



bertujuan : I 
a. meningkatkan kesad8fan multi pihak mengenai pentingnya Analisis 

Gender dalam penganggaran dan penilaian dampak anggaran; dan 
b. menyusun kebijakan bggaran yang belum responsif Gender menjadi 

responsif Gender. 

(ARG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2) Anggaran Responsif 

BABX 
RESPONSIF GENDER 
Pasal 31 

(1) Anggaran Responsif Gend r (ARG) disusun untuk melindungi pelaksanaan 

Pengarusutamaan Gender. 

(1) Bupati berwenang atas pe awasan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. 
(2) Pengawasan sebagaimana l~maksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan 

oleh Perangkat Daerah yank membidangi pengawasan. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pelaksanaan pengawasan 

sebagaimana dimaksud p da ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan 

Bupati. 

Bagian Kedua 
Pengawasan 

Pasal 30 

Bagian Kesatu 
Pembinaan 

Pasal 29 
(1) Bupati melakukan pem inaan terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan 

Gender yang meliputi: 
a. penetapan pand uan te · s pelaksanaan Pengarusutamaan Gender skala 

Daerah, Kecamatan, d Desa/Kelurahan; 
b. penguatan kapasitas Kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, 

advokasi, dan koordina i; 

c. pemantauan dan evalujsi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Desa 

dan pada Perangkat D~erah; 
d. peningkatan kapasitas Focal Point, Pokja Pengarusutamaan Gender, 

Lembaga pendukung P ngarusutamaan Gender; dan 
e. strategi pencapaian kin rja Pengarusutamaan Gender. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pembinaan 
sebagaimana dimaksud pa a ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 

BAB IX 

PEMBJNMN DAN PENGAWASAN 
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Pasal 34 

Materi laporan sebagaimana aksud dalam Pasal 33, meliputi : 
a. sasaran kegiatan; 
b. instansi yang terlibat dal pelaksanaan kegiatan; 

c. pelaksanaan program dan 
d. permasalahan yang dihad i dan upaya yang telah dilakukan; 
e. penggunaan anggaran y g bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

I Belanja Negara, Anggaran endapatan dan Belanja Daerah, atau sumber lain; 

dan 
f. upaya yang telah dilakuk 

(2) Pokja Pengarusutamaan ender wajib menyampaikan laporan pelaksanaan 
Pengarusutamaan Gender epada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(3) Bupati menyampaikan 1 poran pelaksanaan Pengarusutamaan Gender 
kepada Gubemur secara b rkala setiap 6 (enam) bulan sekali. 

( 1) Focal Point Pengarusut 

BAB XII 

PELAPORA , PEMANTAUAN DAN EVALUASI 
Bagian Kesatu 

Pela po ran 
Pasal 33 

aan Gender wajib menyampaikan laporan 
aan Gender kepada Pokja Pengarusutamaan 

gkat Daerah. 
pelaksanaan Pengarusut 
Gender melalui Kepala Per 

ketentuan peraturan peru dang-undangan, 
aksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan (3) Pendanaan sebagaimana 

Pengarusutamaan Gender. 
(2) Pendanaan pelaksanaan rogram dan kegiatan Pengarusutamaan Gender 

bersumber dari: 
a. Anggaran Pendapatan an Belanja Daerah; dan 

b. sumber lain yang sah tidak mengikat. 

pelaksanaan bagi anggaran enyediakan Dae rah (1) Pemerintah 

BAB XI 

PENDANAAN 
Pasal 32 

(3) Anggaran Responsif Gen (ARG) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

dilaksanakan sesuai deng ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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BAB XIII 

PENGHARGAAN 

Pasal 37 

( 1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, 

kelompok, organisasi mas. arakat dan/ atau Lembaga Swadaya Masyarakat, 

Perangkat Daerah, Kecamjtan, Kelurahan/Desa dan dunia usaha yang telah 

melaksanakan Pengarusu tF.aan Gender. 

(2) Penghargaan sebagaimanal dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan semakin 

membaiknya kondisi dan osisi Kesetaraan dan keadilan Gender di berbagai 

Bagian Kedua 

antauan dan Evaluasi 

Pasal 36 

( 1) Bupati melakukan peman uan dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan 

Gender. 

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan 

pada setiap Perangkat aerah dan secara berjenjang antar susunan 

pemerintahan. 

(3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dilakukan 

sebelum penyusunan prog am atau kegiatan tahun berikutnya. 

(4) Perangkat Daerah yang rembidangi urusan perencanaan pembangunan 

daerah wajib melakukan valuasi terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan 

Gender berdasarkan Rene a Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan 

Rencana Kerja. 

(5) Pelaksanaan evaluasi dap t dilakukan melalui Kerjasama dengan Perguruan 

Tinggi, Pusat Studi Wanita atau Lembaga Swadaya Masyarakat. 

(6) Hasil evaluasi pelaksan an Pengarusutamaan Gender menjadi bahan 

masukan dalam penyusu an kebijakan, program dan kegiatan tahun yang 

akan datang. 

Pengarusutamaan Gende sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dengan Peraturan Bupati. 

pelaporan teknis Pedoman mengenai lebih (3) Ketentuan 

- 18 - 

Pasal 35 

(1) Bupati menetapkan p doman mekanisme pelaporan di tingkat 

Desa/kelurahan dan Kee atan. 

(2) Laporan pelaksanaan Pe garusutamaan Gender sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 33 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

Pengarusutamaan Gender. 



menunjang terwujudn a tujuan penyelenggaraan Pengarusutamaan 

Gender; 

penyelenggaraan tujuan mewujudkan a. memfasilitasi 
Pengarusutamaan Gen 

b. memberikan komunika i, informasi, dan edukasi mengenai kesetaraan 

dan Keadilan Gender d am penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender; 
c. menyelenggarakan d / atau mempublikasikan kegiatan yang dapat 

BAB XIV 

PE N SERTA MASYARAKAT 

Pasal 38 
(1) Setiap orang, kelompok, or anisasi masyarakat dan/atau Lembaga Swadaya 

Masyarakat dapat berper serta dalam berbagai kegiatan Pengarusutamaan 

Gender. 
(2) Setiap orang berinisiatif un uk : 

a. membangun relasi se agai mitra yang sejajar antara laki-laki dan 

perempuan; 
b. menerapkan dan keadilan Gender dalam kehidupan 

berkeluarga, bermasyar kat, berbangsa, dan bernegara; 
c. menanamkan kesetara dan keadilan Gender kepada anak sejak usia 

dini; 
d. mencegah terjadinya Di kriminasi Gender dan Kekerasan Gender; dan 
e. memberikan informasi ang benar dan bertanggungjawab kepada pihak 

yang berwenang jika mengetahui adanya Diskriminasi Gender dan 

Kekerasan Gender. 
(3) Setiap Dunia Usaha dan Le baga Masyarakat berinisiatif untuk: 

a. mewujudkan tujuan pe yelenggaraan Pengarusutamaan Gender; dan 
b. melakukan komunika i, informasi, dan edukasi untuk mendukung 

terwujudnya tujuan pe elenggaraan Pengarusutamaan Gender. 

(4) Peran serta sebagaimana di aksud pada ayat ( 1) dapat meliputi : 

bidang pembangunan Dae ah, sebagai akibat dari kebijakan strategis yang 

responsif Gender 
(3) Penghargaan sebagaimana imaksud pada ayat (1) berupa: 

a. piagam; 
b. piala; 
c. uang; dan 

d. program pembinaan. 
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BAB XVI 

NTUAN PERALIHAN 

Pasal 40 
'ada saat Peraturan ini mulai berlaku, Kelompok Kerja 

'engarusutamaan Gender yang telah terbentuk, tetap berlaku sepanjang tidak 
>ertentangan dan belum digan berdasarkan Peraturan Daerah ini. 

BAB XV 

SI AD MINISTRA TIF 

Pasal 39 
1) Barang siapa yang melangg ketentuan Pasal 9 ayat (4), Pasal 11 ayat (2), 

Pasal 12 ayat (1), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 36 ayat (4), 
diancam sanksi administras. 

2) Sanksi administrasi sebagai ana dimaksud pada ayat (1) berupa: 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis; 

c. surat keputusan: dan/a u 
d. penarikan dan penghen an fasilitas yang telah dan akan diberikan oleh 

Pemerintah Daerah. 

perundang-undan gan. 

5) Peran serta sebagaimana di aksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui 
instansi yang terkait den an kegiatan Pengarusutamaan Gender dan 
koordinasikan oleh Daerah yang membidangi urusan 
Pemberdayaan Perem puan. 

sesuai dengan ketentuan peraturan Pengarusu tamaan 

Gender; 

e. memberikan informasi an bantuan bagi korban Diskriminasi Gender 
dan kekerasan Gender; an/ atau 

f. memberikan masukan dan/ atau saran dalam proses penyusunan 

dan/ atau kebijakan yang berkaitan dengan 

penelitian, pendidikan, pelatihan 
yang berkaitan dengan Pengarusutamaan 

d. melakukan kegiatan 
dan/ atau pengembang 
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MAN ARFA 

LEMBARAN DAERAH KAf3UPATEN SOMSANA TAHUN 2024 NOMOR .~ 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA PRO\TINS! SULA WES! 
TENGGARA: (2/26/2024). 

Diu.ndangkan di Rurnbia 

-pada tanggal, 2-1.t Ju'41 2024 
SEl{RETARJS DAERAH KABUPATEN BOMBANA, 

TTD 

EDY SUI-IARMANTO 

2024 

Ditetapkan di Rumbia 
pada tanggal, J~ Jv«-11 

PJ. BUPATI BOMBANA, 

ITD 

Pasal 43 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada ta.nggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerint:ahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penernpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Bombana, 

• 
Pasal 42 

Peraturan pelaksana dari Peraruran Daerah ini ditetapkan paling lama l [satu] 

tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan . 

xvn 
l<ETENTUAN PENUTUP 

Pasal 41 

Pada saat Peratu.ran Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bomhana 
Nomor 8 Tahun 2017 ten tang Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam 
Pernbangunan Daerah di Kabupaten Bomhana (Serita Daerah. Kabupaten 

Bornbana Tahun 2017 Nornor 8) dan Peraturan Bupati Bomba.na Nornor 2 Tahun 

2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak Kabupaten 
Bornbana [Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2021 Nomor 2), dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 
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adilan diberbagai bidang ke idupan, sedangkan kendala dalam pemerintahan 

masyarakat seperti kesenjangan dan ketidak pemerintahan. Kendala dal 

Esa, yang wajib dihorrnati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh negara, 

hukum, dan pemerintah d dan perlindungan harkat dan 

martabat manusia tanpa dis 

Kornitrnen Indonesia t rsebut ditegaskan dengan telah meratifikasi 

Konvensi PBB, yakni Co on the Elimination of All Forms of 

Discrimination Against Wo n (CEDAW) dengan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1984 tentang Penge ahan Konvensi mengenai Penghapusan segala 

bentuk Diskriminasi di ketahui bahwa CEDAW 

merupakan satu-satunya internasional yang paling 

komprehensif, dinamis progresif, yang khusus dibentuk untuk 

mernpromosikan dan melin ungi hak perempuan secara menyeluruh dan 

sistematis, sekaligus membe · an kewajiban kepada negara untuk memenuhi 

hak perempuan yang menun ukkan adanya capaian hasil nyata. Hak tersebut 

wajib dipenuhi sejak dalam dungan sampai akhir hayat. Konvensi tersebut 

lebih memperhatikan kese dalam akses dan kesetaraan menikmati 

manfaat. Lebih lanjut, j untuk penghorrnatan, perlindungan dan 

pemenuhan hak asasi manu ia juga telah dinyatakan dalam Undang- Undang 

Nomor 39 Tahun 1999 tent g Hak Asasi Manusia. 

Akan tetapi pada kenya aannya, sampai saat ini masih terdapat kendala 

dalam mewujudkan kesetar an dan keadilan Gender dalam masyarakat dan 

setiap manusia, baik laki-laki rnaupun 

laki-laki dan anak perempuan pada dasarnya 

a dan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha 

kecualinya". 

perempuan, 

mempunyai hak asasi yang s 

egara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin 

persamaan kedudukan an a laki-laki dan perempuan. Hal tersebut 

ditegaskan di dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Segala warga 

negara bersamaan keduduk nya didalam hukum dan pemerintahan dan 

wajib menjunjung tinggi h kum dan pemerintahan itu dengan tidak ada 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN AERAH KABUPATEN BOMBANA 

NO OR )- TAHON 2024 

TENT ANG 

PENGARUSUTAMAAN G NDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH 

UMUM 



pemberdayaan perempuan i berbagai bidang pembangunan di daerah secara 

erangka dan landasan hukum bagi upaya Untuk memberikan 

seperti lemahnya pemahL mengenai konsep Gender, belum tersedianya 
data terpilah Gender secara r~asional, dan belum kuatnya komitmen pimpinan 
suatu lembaga penyelenggl pemerintahan sehingga memperlambat jalannya 
proses pembangunan. Sel n itu, upaya untuk mencapai kesetaraan dan 
keadilan Gender juga bel diatur secara komprehensif sehingga belum 
menjamin kepastian hukum 

Dengan diberlakukann a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah seb gaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Und g-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja menjadi Undang-Und {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 4, Tambahan L mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856). 
Perlu ditekankan bahwa Pengarusutarnaan Gender merupakan strategi 
pembangunan yang tepat tuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender 
melalui kebijakan dan pro pembangunan yang responsif Gender di masa 

yang akan datang. 
Oleh karena itu, sanaan Pengarusutarnaan Gender di Kabupaten 

Bombana harus dilaksanak melalui kebijakan yang Responsif Gender dan 

didasarkan pada karakteris ik sosial, ekonomi dan kearifan lokal Kabupaten 
Bombana. Pelaksanaan Daerah berdasarkan prinsip-prinsip 
demokratis, keterbukaan, p tisipatif, pemerataan dan keadilan serta dengan 
mempertimbangkan potens dan keanekaragarnan daerah perlu direspon 
secara arif dan bij aksana oleh Pemerintah Daerah khususnya terhadap 
pelaksanaan Pengarusutarn an Gender di Kabupaten Bombana. 

Hal ini dimaksudkan a ar sumber daya manusia baik laki-laki maupun 
perempuan mempunyai h dan kewajiban serta peran dan tanggungjawab 
yang sama sebagai bagian · tegral dari potensi pembangunan daerah sehingga 

dapat dimanfaatkan secara ptimal dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan 
keadilan Gender. Upaya pelaksanaan Pengarusutarnaan Gender yang 
mencakup semua bidang embangunan, seperti: hukum, ekonomi, politik, 
agama, pendidikan, sosial an budaya, pembangunan daerah, sumber daya 
alarn dan lingkungan hid pertahanan keamanan, perlu dijadikan 
rujukan dan diterjemahk serta diserasikan secara operasional kedalam 
kebijakan/program kegiat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam 
aspek aspek perencanaan, elaksanaan, pemantauan dan evaluasi maupun 
kelembagaan pembangunan aerah. 
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Cukup jelas 
Pasal 3 

Huruf d 
Yang dimaksu dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa 
pelaksanaan PJngarusutamaan Gender harus mencerminkan 
perlindungan J asasi manusia serta Rencana Kerja dan 

Anggaran dan m tabat setiap warga negara secara proporsional. 

Huruf e 
Yang dimaksud dengan "asas non diskriminasi" adalah bahwa 
pelaksanaan P ngarusutamaan Gender harus merealisasikan 
pengakuan, pe ghormatan, dan pemajuan hak asasi manusia 
serta kesetara dan keadilan. 

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan" adalah suatu keadaan 
dimana Jaki-1 dan perempuan menikmati status dan memiliki 
kondisi yang s a untuk mewujudkan secara penuh hak-hak 
asasi dan poten · dalam semua bidang kehidupan. 

Huruf c 

Hurufb 
Yang di maksud dengan "asas keadilan" adalah kondisi kebenaran 
ideal yang be · ai filosofis dan moral mengenai sesuatu hal, baik 

a atau barang. 

jenis kelamin, dan karena itu dasar bangsa, 
bersifat a sasi se a universal. 

Yang dimaksud dengan "asas penghormatan terhadap hak asasi 
manusia adalah I bentuk upaya penghormatan terhadap hak yang 
dimiliki manusiJ yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan 
dengan kelahir I atau kehadirannya di dalam masyarakat. 

Dianggap bahw beberapa hak itu dimiliki tanpa perbedaan atas 

Huruf a 

komprehensif dan berkesin bungan, Pemerintah Daerah perlu merumuskan 

strategi Pengarusutamaan ender untuk dituangkan dan dibentuk melalui 
suatu pengaturan yang ko prehensif dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Bombana tentang Pengarus tamaan Gender untuk mewujudkan kesetaraan 

dan keadilan Gender di berb gai bidang kehidupan. 
II PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukupjelas 

Pasal 2 
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Huruf a 

Cukupjelas 
Huruf b 

Cukupjelas 
Huruf c 

Cukupjelas 

Huruf d 

Cukupjelas 

Huruf e 

Cukupjelas 
Huruf f 

Cukupjelas 
Huruf g 

Cukupjelas 

Pasal 7 

Ayat (1) 

Cukup jelas 
Pasal 6 

Cukupjelas 
Pasal 5 

sipil, politik, eko omi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan 

kesamaan 

dengan "kesenjangan Gender" adalah ketidak 
laki-laki dan perempuan untuk memperoleh 

hak-haknya sebagai manusia sehingga 
berperan dan berpartisipasi pada kegiatan 
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kesempatan 
mengham bat d 

Pasal 4 

Huruf a 

Cukupjelas 
Huruf b 

Cukupjelas 
Huruf c 

Cukupjelas 

Huruf d 

Cukupjelas 
Huruf f 

Cukup jelas 
Huruf g 

Yang 



Pasal 15 
Cukupjelas 

Pasal 16 
Cukupjelas 

Pasal 13 
Cukupjelas 

Pasal 14 
Cukupjelas 

Cukup jelas 

Cukupjelas 

Pasal 12 

Cukupjelas 
Pasal 11 

Ayat (3) 

Cukupjelas 

Huruf 1 

Huruf j 
Cukup ielas 

Huruf k 

Huruf i 

Ayat (2) 

Yang dimaksud engan "metode analisis lain" adalah metode lain 
yang biasa di per nakan dalam melakukan analisis Gender. 
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Huruf h 

Pasal 10 

Ayat (1) 

Cukupjelas 

Pasal 9 

Cukupjelas 

Pasal 8 

Ayat (2) 

Cukupjelas 



Pasal 19 

Cukupjelas 

Pasal 20 

Cukup jelas 

Pasal 21 

Cukupjelas 

Pasal 22 

Cukupjelas 

Pasal 23 

Cukupjelas 

Pasal 24 

Cukup jelas 

Pasal 25 

Cukupjelas 

Pasal 26 

Cukupjelas 

Pasal 27 

Cukupjelas 

Pasal 28 

Cukup jelas 

Pasal 17 

Cukupjelas 

Pasal 18 

Huruf a 

Cukup jelas 

Huruf b 

Cukup jelas 

Huruf c 

Cukup jelas 

Huruf d 

Cukup jelas 

Huruf e 

Cukup jelas 

Huruf f 

Yang dimaksud d ngan "menyiapkan fasilitas" adalah mengadakan 

sarana dan p asarana untuk memperlancar atau atau 

memudahkan pel sanaan pokja PUG. 
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Pasal 30 
Cukup jelas 

Pasal 31 
Cukup jelas 

Pasal 32 

Cukupjelas 

Pasal 33 
Cukupjelas 

Pasal 34 

Cukup jelas 

Pasal 35 
Cukup Jelas 

Pasal 36 
Cukupjelas 

Pasal 37 
Cukup jelas 

Pasal 38 
Cukupjelas 

Pasal 39 
Cukupjelas 

Pasal 29 
Ayat (1) 

Huruf a 
Cukup jelas 

Huruf b 
Cukup jelas 

Huruf c 
Cukup jelas 

Huruf d 
Yang dimaksud d ngan "lembaga pendukung PUG" adalah lembaga 
yang mendukun pelaksanaan PUG seperti Forum Data Pilah 
Gender, Forum Partisipasi Publik, Desa PUG, organisasi 
perempua n, PKK an lembaga lainnya yang ada di masyarakat. 

Huruf e 
Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas 
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Pasal 40 

Cukup jelas 

Pasal 41 

Cukup jelas 
Pasal 42 

Cukup jelas 
Pasal 43 

Cuku p jelas 
I 

~AMBAHAN LEMBARAN DAER+ KABUPATEN BOMBANA NO MOR .. ?, 


